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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUM;

NOMOR 422/p180- pis p1g/2010

TENTANG

FENETAPAN PENEGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH MENENGAH FERTAMA
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{(SMP} NEGER| DI LINGKIINGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

bahwa unwk menjamin sistem penyelenggaraan dan rnieningkatkan
mutu Satuan Pendidikan Kelas Jauh Sekolah Menengatl Pertarna (SMP)
Megeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Su<abumi, malka
perlu menetapkan Kelas Jauh Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negan;

bahwa Kelas Jauh Sekoiah Menengah Perlama  (SMP)
MNegeri 1 Cibadak ¢i Cibadak, Sekolah Menergah Fertama (SMP)
Negeri 1 Parungkuda di Parungkuda, Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 1 Kabandungan di Kabandungan Sekolah Menengah
Partama (SMP) Negeri 1 Jampangtengah di Jampangtangah, Sekolzh
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Jampanokulon di Jampangksilon
Sekoizh Menengah Pernama (SMP) Negoen 1 Kabibundesr di IKaiiourader
Sekolah Menerjah Perlama (SMP) Negeri 1 Surade «f Surade dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nageri 1 Ciemas 1 Ciemas, taizh
memenuhi persyaratan  formai  dan naterial  unluk  ditelapkan
panegeriannya sesua: dengan peraturan peruncang-undangan veng
berlaku;

bahwa unluk maksud dan kepentingan sebegaiman: iersebat Loos
huruf a dan b, periu ditetapkan dengan Keputusar Bupali

Undang-Undang Nomaor 14 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Bara! (Beri'a
MNegara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nemor 8 Tezhun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1474
Nemor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik indanesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Uneoang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentany Perubsinan Axas Undang-tndany Nomor & Twhun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahar lembaran Neyara
Republik Indonesia Nomar 3041);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2002 Nomor 47
‘Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 4245,
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4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistern Pendidikan
Nasional {Lembaran Négara Republik Indenssia Tahun 2003 Nomor 74
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Homor 4302,

5. Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaoa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tat.un 2004 Nomor 5, Tambenan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ~

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahen
2004 Nomer 53, Tambahan 'embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4383);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tantang Pemeriksazn
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Leriberan Nagara
Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lemberan
Negara Republik Indonesia Nomor 4-400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Deeralt
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1285,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undan3-Undang Nemer 12 Tanun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unsdang Nomor 32 Taun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarar Negzra
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negzra
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurli dan Deosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ne-ior 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidiksn
Menengah (Lembaran Negare Republk Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 443):

12, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Star.dar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 4496};

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang F.nnelniaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4578);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentzng Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaiian Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15.Perawran Fermnerintah Nomor 38 Tahun 2007 fenting Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pamerintahan Daerah
Provinsi dan Femerintahan Daerah Kabupaten/Kata (Le baran Neoara
Reputlix Ingcmesa Tahun 2007 Nomor 82, Tambashan Lembaran
Negara Republ® Indanesiz Nomor 4737



16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Per gelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembraran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nnm;.vr 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
4738):

17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Beiajar
(kembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2008 Nomor a0
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Memor 4863);

19, Perawran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guiu (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 494 iV

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 lentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjancon
Kehormatan Profesor (Lembaran Negare Republik Indonesia Tehun
2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Repulilk Indoresia
Nomor 5016);

21.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang
Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepsala Sekoiah;

22.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Buku Teks Pelajaran:

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tertang
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah divvan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor £S Tahun 2007 teniang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Peangelolaan Keuangan Daerah;

24, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 222 Tehun 2006 tentang
Standar sl untuk Sa‘uan Pendidikan Dasar dan Manangah,

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentanyg
Standar Kompetensi Lulusan (SKL):

26, FPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualisifikasi Akademik dan Kompetensi Guru:

27.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 ‘ahun 2007 tentany)
Sertifikasi Bagi Guru daiam Jabatan:

25 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1§ Tahun.2007 teniany
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian Pendidikan:

)
oy

-

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Fahun 2507 tantanp
Standar Szrana dan Prasarana untuk Sekolsh Dasar/Madrasah
‘Sticalyah (SD/VI) Sekxslah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivah
SMP/MTS) dar Sskn 2= Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMAMA);

31 Peratutan Maemen Sancdvar Nasicna Nomor 50 Tahun 2007 tentang

SiZiwan olen Pemanntah Daerah:

L)
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32, Peraturan Merteri Pendidikan Nasional Momor 2 Tahur 2008 tentang
.Buku; i

33. Peraturan Menteri Perididikan Nasional Nomuor 12 Tahuy 2008 tentang
Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Mermenuhi Syarat Kelayakan
untuk digunakan Dalam Proses Pembelajaran;

34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tenteng
Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah:

35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahue 2008 tentzig
Standar Tenaga Pe vustakazr Sekolah/Madrasah:

36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 lentang
Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah:

37.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 060/11/2002 teriang
Pedoman Pendirian Sukalah:

38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten "Sukabumi Teahun 2006-2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri F):

39. Peraturan Daerah Momor 17 Tahun 2007 tentang Urusen Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabtimi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1)

40. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentaig Orc_:-srusasj Ferarghal
Daerah Pemerintan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kehupaien
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32);

41.Peraturan Daerah Nomcr 9 Tahun 2009 lentang Fenyelenggaasn
Pendidikan (Lembaran Daersh Kabupaten Sukabunmi yshun 2000
Nomor 2);

42, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Stroklur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupsten Sukabumi
(Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahiin 2008 Nomar &1),

MEMUTUSKAN :

.
. A

~ : Menetapkan Penegerian Keias Jauh Sekolah Mensngah Pertama (3M§?)

Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupater Sukabumi,

: Penegerian Kelas Jauh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adslah -
a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cibadak;
bk Sekolah Menengah Pertama (SM\?) Negeri 2 Parungkuda;
. "Sekolah Menengah Perlama (SMP) Negeri 2 Kabandungan;
Sekaolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jampangteigsh
Sekolah Menengwii Pertaina (3NiP) Negeri 3 Jampanckiuion;
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kalibunder:
Sekolah Menengah Pertarna (SMP) Negeri 5 Sirade;
Sekelah Menengah Fertama (SMP) Negeri 3 Ciemas;
Sekolzh Menengsh Pertama (SMP) Negeri 4 Ciemas.
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zrian Sekolah Menengah Pertama (SMF)
csud pada Diktum KEDUA, maka sistem
=27 mesansme keria seria tenaga nendidik dzn
iE merus sezera disesugikan berdasarkan
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: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikaa Kabupaten Sukabumi untuk terus

melaksanakan tugas pangawasan sebagaimana dimaksud .ada Dikium
KEDUA, secara optimal.

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketenluan lain yzng

bertentangan dengan Keputusan ini, dicabut dan di.yatakar tidak beilaiu.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanrzatu
a tanggal 3 Pebruari 200

ARATI SUKABUMI,






